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Abstralk

Adax tiga elemen penting dalam keberhasilan perpajakan vaitu sox few, fox
administraiion. dan fax paver (wajib pajak), Pengelahuan tentang wajib pajak
akan memudabkan  setiap  peninghatan  keberhasilan  perpajakan  sehinggs
permasalahan yang diajukan adalab: Apakah fakior rax paver berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kot Padang. Adapun tujuan
penelitian ini adaluh untuk menganalisis apakah ada tidaknya pengaruh fakios-
faktor vang melekat pada wajib pajak (faktor rax paver) terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PRE di Kota Padang.

Hasil penelitian ini adalah: {1) Faktor fax paver merupakan input penting
dan alat yang berpengarub terbadap upaya peningkatan keberbasilan penerimaan
PBEB di kota Padang, (2) Dari seluruh variabel independen vang diuji. variabel
kesadaran perpajakan merupakan varishel yang paling sipnifikan berpenparuh
terhadap keberhasilan penerimasn PBB di Kota Padang, (3 Berdasarkan uji F
ving dilakukan, terboke seluruh variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh lerhadap variabel dependen, (4) Uji koefisien determinasi (R7) vang
dilakukan menunjukan taktor for paper dalam menginterpretasikan pengarah
terhadap keberhasilan penerimasn PBB di Kota Poadang adalah sebesar 36,1 ",
sisanyya 63,9 % dipengaruh oleh fakior dilvar peneliizn.
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BAB 1

PENDAHULUAMN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Hepublik [ndonesiz vang sedang meninghkatkan pembangusnan di
sepala bidang menuju masyarakat adil dan makemue, pajak merupakan salah satu sumber
pencrimann  Mepara vang  sangat penting  hagi penyelenggaraan  pemerintahan dan
pelaksanasn pembangunan nasional scbagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1943, Oleh karena i, kewajiban perpajakan merppakan  salah saty peraujuden
kewajiban kenegaraan vang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan hegard dan
perbangunan nasional guna tercapainya masyerekat adil dan makmur, dan sgjahter,

Pembangunan nasional adalah kegistan yang  berlangsung leras-menerus dan
berkesinambungan vang bertujuan untuk meningkatkan kesgahleraan rakyad bk material
maupun spiriteal, Untuk depat merealisasikan twjuan tersehut maka perle untuk
memperhatikan masalah pembiavaan pembengunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suaty bangsa atau negera dalam
pembiayaan pembangunan vaitu mengpali sumber dana vang berasal dari delam neger
herupa paiak { Waluyo dan [lvas. 19%% ) Sebagaimana diketahui bahwa dalam APTN
terdapat liga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan. yaitu :
|. penerimaan dari scktor pajak:

2, penerimaan dari sekter migas { minyak dan gas butmi J: dan

=,

ol

. penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di aas, penerimaan dari sektor pajak merupakan

sulah satu penerimasn terbesar negara. Dari talua Ketabun dapat dilihat bahwa peneriniaan



pajuk erus meningkat dan memberi andil vang cukup besar bagi penerimaan negara.
Sedangkan penerimasn migas vang dahulu menjadi andelan penerimaan negara sckarang
ini sudeh tidak dapar diandalkan lagi, karena sifatnya vang tidek dapat diperbabarui (mos
renewable resowrces). Maka setelah berakhirmve kejavasn migas yang dahulu scbagai
penghasil wama penerimasn negara, Kind posisinya digantikan oleh pajak vang berperan
sebagai primadona baru dalsm penerimaan negara,

Untuk memenuhi kebutuhan deng pembanguenan it maka pemerintah berosahi
mendorong  partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyukseskan  pembangunin,
Partisipasi masyarakat yang paling nyata dalam pembangunan adalah kewajiban membayar
pajak kepuda negara yang merupakan wujnd kegotongroyongan nasional. lal ini scsuai
dengan definisi pajak menurut Undang-undang Moo 28 Tahun M7 entang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negare vang
terutang oleh orang pribadi ataon badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undeng-
unidang dengen tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas jelaslah bahwa pajak yang dibayarkan olch masyarakat kepada
negara berdasarkan undang-undang mempunyai fungsi penting sebagai salah selu sumber
kewangan yang menunjang suksesnya pembangunan nasienal dalam rangka peningkatan
kescjahtersan  rakyal. Semakin besar parmisipasi masyarakat, semakin  besar pula
peranannyva dakam pembangunan di negaranya karena pada hakekatnya pajak berasal dan
dan untuk masyarakat,

Pajak mempunyai fungsi antara lai (1) Fungsi penerimaan (dugeder): pajak
berfungsi sebagai sumber dana vang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, Dimasukkannya paiak dalam APBN sebagai penerimaan dalam



BAB WV
PENLUTUP

5.1 Kesimpulan
I, Faktor kesadsran perpajakan, pemmbaman wailb pajak techadap  vndang-undang.
persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB. pendapatan wajib pajak
dan tingkat pendidikan wajib pajak PBBE merepakan [akior vang melekat pada diri
wajib pajak dan merupakan input penting dan alat vang berpenparuh tethadap upaya
peningkatan keherhasilan penerimaan PBB di Kota Padang.

2. Berdasarkan pengujian hipotesis dari regresi lineor berganda, dengan mengpunakan uji
t terhadap variabe! independen. BSecara individu varabel kesadaran perpajakan.
pemabaman wajth pajak terhadsp undang-undang dan peraturan pempajakan, persepi
wajib pajak terhadap pelaksanoan sanks1 denda PBB. pendapatan wajiby pajak dan
tingkat pendidikan wajib pajak PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keberhasilan penerimaan PBE di Kota Padang. Masing-masing  variabel secara
berturut-turul memiliki nila signilfkansi sebesar 0008, (0034, 0021, 00016, dan 0,033,
Dar seluruh varisbel independen yang divji, variabel kesadaran perpajakan merupakan
varinbel vang paling signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di

boota Padang.

3. Berdasarkan uji F vang difakukan, terbukti selurub variabel independen vaitu
kesudaran perpajakan, pemabaman wajib pajak terbadap uvndang-undang dan peraluran
perpajakan, persepsi wajib pajak terbadap pelaksanoan sanksi denda PBE, pendapatan

wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBR secara
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